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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang  

Pemilu di Indonesia telah  berlangsung dalam  tiga era pemerintahan yaitu 

masa Parlementer, Orde Baru, dan Reformasi. Mulanya, pada tanggal 3 

November 1945 melalui Maklumat X atau Maklumat Wakil Presiden Mohammad 

Hatta, tengah mempersiapkan rencana penyelenggaraan pemilu 1946 dengan 

membentuk partai-partai politik. Namun usaha tersebut tidak dapat dilaksanakan 

karena rendahnya stabilitas keamanan negara serta pada saat itu pemerintah dan 

juga rakyat Indonesia sedang fokus mempertahankan kemerdekaan, dan juga 

alasan lainnya dikarenakan tidak adanya perundang-undangan yang mengatur 

penyelenggaraan pemilu. Kemudian pemilu baru bisa dilaksanakan pertama kali 

pada masa Orde Lama tahun 1955, masa Orde Baru tahun 1971, 1977, 1982, 

1987, 1992 dan 1997 serta pada masa Reformasi pemilihan umum dilaksanakan 

tahun 1999, 2004, 2009, 2014 dan 2019 hingga berlangsung sampai saat ini 

(Kriswantoni, 2018).  

Sejarah pemilu era ini bermulai pasca pemerintahan Presiden Soeharto, 

dimana dalam masaa tersebut, Wakil Presiden BJ. Habibie diberikan pelantikan 

sebagai Presiden RI tahun 1998. Dalam masa pemerintahan, pemilu seharusnya 

dilakukan pada 2002, namun diberikan percepatan pada tahun 1999. Dalam 

pemilu 1999, Presiden RI dipilih dari Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), 

kemudian pemilu pada 2004, terdapat perubahan amandemen UUD 1945 dimana 

menjelaskan Presiden bisa dipilih langsung dari rakyat. Kemudian, perubahannya 

memberikan bentuk kehadiran Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Aturan pemilu 

dari tahun 2004 ini menjadi peraturan yang selalu dipegang pada penerapan 

pemilu hingga saat ini. 

Indonesia telah menerapkan dua sistem pemilu. Pertama, Indonesia 

dengan sistem proporsional tertutup yang pertama kali dilakukan pemilu pada 

1955. Sistemnya tersebut selalu diterapkan dalam era Orde Baru sampai era 

Reformasi 1999. Kemudian pada 2004, terjadi perubahan sistem menjadi sistem 
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proporsional terbuka. Sistem sistemnya tersebut diterapkan hingga saat ini 

(Kansil et al., 2023). Perbedaan dari kedua sistem ini jika dilihat dari metode 

pemilihan suara, sistem proporsional tertutup memberi peluang bagi pemilih agar 

memberikan penentuan pilihan dari partai politik saja. Dan, di sistem proporsional 

terbuka, pemilih mempunyai peluang luas sebab dapat memberikan penentuan 

plihan dari satu nama calonnya. Proporsional tertutup ini dapat dinilai tidak 

demokratis dan tidak memberikan perwakilan rakyat, sebab masyarakat tidak 

dapat memiliki secara langsung pada waakil rakyat yang akan menduduki kursi 

legislatif. Namun, jika di proporsional terbuka, masyarakat dapat memilih 

langsung pada dewan yang akan duduk di kursi legislatif untuk mewakilkan 

mereka (Adi Vibhisana et al., 2023) 

Menjelaskan mengenai pemilu secara rinci ada pada UU No 7 Tahun 2017 

tentang Pemilihan umum. Pada pasal 1 ayat 1 dipaparkan: 

“Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut pemilu adalah sarana 
kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat 
(DPR), anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Presiden dan 
Wakil presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah (DPRD), yang dilaksanakan secara langsung, umum, 
bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik 
Indonesia berdasarkan pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945” 
 
Sesuai dengan pasal yang ada, dapat diberikan kesimpulannya dimana 

kedaulatan rakyat untuk memilih pemimpin secara langsung dapat diakomodir 

pada suatu ajang pesta demokrasi yang dinamakan pemilu. Pada pemilu, rakyat 

dapat memilih wakilnya secara langsung, baik dalam memiliki anggota eksekutif 

ataupun legislatifnya. Eksekutif diantaranya ada Bupati/Walikota, Presiden dan 

Gubernur. Dan legislatif diantaranya ada DPR, DPD, DPRD Kota/Kabupaten dan 

Provinsi (Fanani et al., 2021). 

Sebagai sarana sistem demokrasi, pemilu ini mempunyai peranan utama 

sebagai penentu masa depan masyarakatnya dalam suatu Negara. Sebab, pemilu 

perlu dilakukan dengan penopang pada asas dan prinsip yang begitu kuat. Dari 

prinsip dan asas yang baik harapannya agar pemilu yang dilakukan berkualitas 
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terbaik, sehingga dapat menjadi kebanggaan praktik Negara demokratis. 

Kemudian, pada UU yang serupa, di pasal 2 UU No. 7 tahun 2017 mengenai 

pemilu, penerapan pemilu di Indonesia dilakukan sesuai dengan asas langsung, 

bebas, umum, jujur, rahasia dan adil (Fanani et al., 2021). 

Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang berasaskan 

langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil (LUBERJURDIL). Pemilu 

merupakan salah wujud nyata demokrasi prosedural yang dilakukan rakyat 

sebagai perwujudan kehidupan tata negara yang demokratis. (Arif Prasetyo et al., 

2022). Indonesia merupakan negara yang demokratis sehingga menjamin 

kesamaan hak, kewajiban dan kedudukan warga negaranya sama tanpa 

diskriminasi baik dalam kedudukannya di muka hukum maupun kedudukannya 

dalam pemerintahan. Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang 

pemilihan umum terdapat asas-asas pemilu yaitu: 

1. Langsung, artinya dalam menyelenggarakan pemilu, masyarakat dapat 
memilih secara langsung menurut keinginan dan hati nuraninya sendiri. 

2. Umum, artinya semua warga negara yang memenuhi syarat pemilihan 
mempunyai hak untuk emilih. 

3. Bebas, artinya setiap warga negara mempunyai kebebasan dalam menentukan 
pilihannya. 

4. Rahasia, artinya dimana setiap pemilih kerahasiaannya terjamin atau tidak ada 
pihak manapun yang tahu. 

5. Jujur, artinya dalam pelaksanaan pemilu, semua penyelenggara haruslah 
bertindak jujur berdasarkan aturan yang ada. 

6. Adil, artinya pada penerapan pemilu, semua orang, baik kaya maupun miskin 
harus diberlakukan secara adil dan sama. 

Tahun 2024 merupakan tahun pemilu yang sangat penting bagi penyelenggara 

pemilu. Mengapa dikatakan penting sebab untuk pertama kali Indonesia hendak 

melakukan pemilu dengan paralel yang berbeda secara konsep dan praktek pada 

pemilu serentak 2019. Dinamakan menjadi penerapan pemilu paralel sebab ada 

dua bentuk konsep pemilihan yang dilakukan dengan bersamaan dari sisi tahap 

serta alur proses yaitu pemilu bersama gabungan dari model pemilu 2019 dan 

pilkada bersama 2020 sebagai konsekuensi pengunduran jadwal pilkada pada 

tahun 2022 dan 2023 (Awaluddin et al., 2022). 
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Pada sisi konsep pemilu parallel 2024 ini, dalam praktek dan teknisnya tidak 

ada yang berbeda dari penerapan pemilu serentak di 2019 ataupun 

penyelenggaraan model pilkada serentak seperti pada pilkada tahun sebelum-

sebelumnya. Perbedaannya hanya pada tahapannya berimpit dan berjalan dalam 

waktu yang bersamaan pada tahun yang sama serta basis peraturannya yang 

berbeda (Awaluddin et al., 2022). Penerapan pemilihan serentak ini awalnya tidak 

sama tahunnya namun sudah diberikan perubahan dari pemerintah dari adanya 

pemilu serentak 2024. Dalam pemilu 2024, masyarakat hendak memilih 

masyarakat akan memilih secara serentak baik itu pemilihan Presiden, pemilihan 

Gubernur, pemilihan Walikota/Bupati dan pemilihan anggota legislatif yang 

dilaksanakan secara bersamaan. Walaupun dinilai serentak, bukan kemudian 

semua pemilihannya dilakukan pada hari yang sama. Tetapi, pada skema yang 

disusun dari pelaksana pemilu dan pemerintahan bahwa pemilihannya dilakukan 

pada dua kali. Yaitu di bulan Februari untuk pemilu dan bula November untuk 

memilih kepala daerah (Rohid et al., 2022). 

Adanya pemilihan umum serentak 2024 ini membuat penerapan pemilihan 

pada satu tahun memiliki berbagai tahap yang dilakukan bersamaan. Kemudian, 

para pelaksana pemilu memiliki tugas yakni melakukan sosialisasi untuk 

masyarakat mengenai skema penerapan pemilu serentak 2024. Dalam hasil 

evaluasi dari pemilu 2019 memiliki 5 surat suara menyebabkan masyarakat 

kebingungan. Ini terbukti dari adanya suara tidak sah yang begitu banyak. 

Sehingga pada pemberian pemahaman untuk masyarakat, pelaksana pemilu perlu 

menerapkan komunikasi politik yang sesuai, agar bisa dimengerti masyarakat 

dengan mudah terkait dengan skema pemilihan umum serentak 2024 (Rohid et al., 

2022). 

Memasuki masa tahapan penyelenggaraan Pemilu 2024, salah satu hal 

pokok yang harus segera dibentuk adalah Badan AdHoc. Badan AdHoc merupakan 

sebuah badan yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk membantu 

pelaksanaan kerja KPU terkait pemilu ataupun pemilihan baik di tingkat 

Kecamatan, Desa/Kelurahan maupun Tempat Pemungutan Suara (TPS). Badan 

AdHoc sebagai garda terdepan dalam pelaksanaan gelaran pemilu maupun 
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pemilihan mempunyai peran penting untuk mengawal kualitas demokrasi. Badan 

AdHoc sendiri terdiri dari anggota dan sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan 

(PPK), Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), anggota dan 

sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS), Kelompok Penyelenggara 

Pemungutan Suara Luar Negeri (KPPLN), Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN), 

PPDP/Pantarlih, Pantarlih LN dan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara 

pada Pelaksanaan Pemilu. 

Namun badan AdHoc yang akan kita bahas lebih rinci disini ialah Panita 

Pemilihan Kecamatan (PPK). PPK sendiri dibentuk untuk menyelenggarakan 

pemilu dan pemilihan di tingkat Kecamatan. Anggota PPK terdiri dari 5 (lima) 

orang berasal dari tokoh masyarakat yang memenuhi syarat sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. Komposisi keanggotaan PPK pun 

memperhatikan keterwakilan perempuan paling sedikit 30%. Maka, dibentuknya 1 

ketua dan 4 anggota PPK dalam naungan KPU Kota Palembang (Syafitri et al., 

2019).  

Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 

Tentang Pembentukan Dan Tata Kerja Badan AdHoc. Panita Pemilihan 

Kecamatan (PPK) bertugas, (1) membantu KPU Provinsi dan KPU 

Kabupaten/Kota dalam melakukan pemutakhiran data pemilih, daftar pemilih 

sementara, dan daftar pemilih tetap; (2) mengumpulkan hasil penghitungan suara 

dari seluruh PPS di wilayah kerjanya; (3) melakukan evaluasi dan membuat 

laporan setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan; (4) melaksanakan sosialisasi 

penyelenggaraan pemilihan dan juga melaksanakan tugas, wewenang, dan 

kewajiban lain yang diberikan oleh KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. Salah satu tugas lain tersebut ialah melakukan 

pembinaan kepada masyarakat di wilayah kecamatan ilir timur satu. Dalam 

pelaksanaannya, Panitia Pemilihan Tingkat Kecamatan (PPK) adalah “ujung 

tombak” yang menentukan baik atau buruknya pelaksanaan pemilu, terutama 

dalam hal persiapan seluruh data sebelum pelaksanaan, penyediaan data pada 

pelaksanaan pemungutan suara, serta pengumuman hasil pemungutan suara. Apa 
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yang disampaikan di atas ini, merupakan gambaran bahwa PPK memiliki 

tanggung jawab yang besar dalam tiap penyelenggaraan pemilu.  

Setiap tahunnya dalam pemilihan umum sering terjadi golput (Golongan 

Putih). Golput ialah kelompok yang dengan sadar untuk tidak melakukan 

pemilihan (Astuti, 2020). Golput ada dalam pemilu 1971 yang diberikan Arief 

Budiman. Dengan rekan mereka, ia memboikot pemilu menjadi kekecewaan pada  

pemerintah Soeharto yang dinilai tidak demokratis melalui batasan partai politik. 

Dari pembatasan banyaknya partai, pemerintah telah melakukan pelanggaran asas 

demokrasi yang begitu mendasar, yaitu kemerdekaan berpolitik dan berserikat. 

Sumber: lokadata. (Institute for Democracy and Economic Affairs, diolah dari 

Komisi Pemilihan Umum, 2023). 

Dari penjelasan di atas, golput bisa dikatakan masih berpeluang menjadi 

isu kontroversial pada Pemilu 2024. Setelah hal ini dipahami, langkah-langkah 

perlu diambil untuk mencegah tindakan golput yang tidak bertanggung jawab 

yang kerap kali terjadi. Upaya preventif dapat dilakukan berupa penguatan 

pendidikan politik terutama mereka yang baru pertama kali memilih. Tingkat 

golput yang meningkat, dapat memberikan keuntungan politik bagi partai politik 

tertentu. Untuk mengatasi permasalahan di atas, pemilih pemula harus memiliki 

pemahaman yang kuat tentang situasi politik, pengetahuan tentang sanksi terkait 

2004 2009 2014 2019
Pileg 15.91 29.01 24.89 29.68
Pilpres 31.49 28.09 30.42 19.24
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golput, dan pentingnya berpartisipasi pada Pemilu 2024. Semua penyelenggara 

pemilu juga harus mengembangkan sistem dan kontrol yang disesuaikan dengan 

kebutuhan generasi muda untuk meminimalkan tingkat golput (Beniman et al., 

2022).  

Golput (Golongan Putih) adalah salah satu bentuk perlawanan terhadap 

praktik politik dari orang-orang yang kecewa terhadap penyelenggaraan negara 

dengan cara tidak memilih partai atau legislator dan juga presiden. Tentu saja 

alasannya bermacam-macam, antara lain karena tidak ingin mengambil tanggung 

jawab atas kepemimpinan di masa depan lalu yang menurut mereka bukan pilihan 

yang berkenan dihati dan masih banyak lagi alasan lainnya (Astuti, 2020).  

Langkah seperti itu bukanlah tindakan yang bijaksana. Sebab, menggunakan hak 

pilih merupakan awal dari pengelolaan negara. Namun pada kenyataannya, masih 

terdapat masyarakat yang tidak menggunakan hak pilihnya atau abstain dalam 

kegiatan pemilu. Wibawa (2022) Partisipasi politik dalam negara demokrasi 

merupakan salah satu indikator pelaksanaan kekuasaan tertinggi negara 

(kedaulatan rakyat) yang dipegang oleh rakyat, yang diwujudkan dalam partisipasi 

rakyat dalam pemilihan umum. 

Rendahnya tingkat partisipasi politik umumnya menunjukkan bahwa 

masyarakat mempunyai sedikit kesadaran atau minat terhadap isu-isu dan 

kegiatan-kegiatan kenegaraan. Rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam 

politik tercermin dari sikap mereka yang tidak ikut memilih pada pemilu. Dalam 

perspektif demokrasi, golput tentu saja akan mempengaruhi perkembangan 

kualitas demokrasi, dan seolah menghindari keikutsertaan dalam mengelola 

Negara (Syahputra, 2020). Dengan keikutsertaan memberikan suara akan ikut 

membangun kehidupan berdemokrasi (pemerintahan dari, oleh dan untuk rakyat). 

Ikut serta dalam pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang akan menyusun dan 

melaksanakan program pembangunan lima tahun ke depan. Demikian pula 

memilih wakil-wakil rakyat, baik di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Dewan 

Perwakilan Daerah (DPD), maupun Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). 
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Fenomena golput sejak tahun 1971 masih terus muncul dalam setiap kali 

pemilu (Agustana, 2019). Golput biasanya disebabkan oleh ketidakpercayaan 

masyarakat terhadap politik baik partai politik maupun calon pemimpin yang 

bersaing. Dampak golput semakin meluas dan kali ini muncul bersamaan dengan 

berbagai bentuk aksi protes di masyarakat. Sebagaimana diungkapkan Albi Sanit, 

golput bukan lagi sebuah gerakan protes independen di kalangan masyarakat luas 

pada umumnya tetapi juga mereka yang kritis terhadap pihak berwenang 

khususnya. Namun golput telah dimasukkan ke dalam berbagai gerakan untuk 

mencari perbaikan dan alternatif guna penyempurnaan sistem politik Indonesia 

yang sesuai dengan prinsip demokrasi universal. 

Meskipun istilah golput tidak dikenal dalam Undang-Undang Pemilihan 

Umum, namun yang dikenal adalah istilah mempengaruhi atau mendorong peserta 

pemilu tertentu untuk memilih atau tidak memilih. Dalam hal ini, Undang-Undang 

pemilihan umum tidak mengatur bahwa tindakan golput dalam pemilu merupakan 

perbuatan yang dapat dipidana. Namun yang dapat dikenakan sanksi adalah 

mereka yang mempengaruhi, mendorong, atau mengajak orang lain agar tidak 

menggunakan hak pilihnya. Hal itu terlihat pada Pasal 284, Pasal 515, dan Pasal 

523 ayat (3) Undang-Undang Pemilihan Umum (Putu & Suharyanti, 2020). 

Dalam penelitian ini, didukung oleh penelitian terdahulu yang dilakukan 

oleh peneliti Dewi Null Shinta Sugiana (2021), yang berjudul Strategi Komisi 

Pemilu untuk Menekan Angka Golput pada Pilkada Jember 2020 Perspektif Fiqh 

Siyasah Dusturiyah. Hasil penelitian yang diperoleh adalah (1) KPU Kabupaten 

Jember menerapkan strategi verifikasi data pemilih pada saat melaksanakan 

pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah di Kabupaten Jember guna 

mencegah dan meminimalisir angka golput pada masa pandemi Covid-19 serta, 

melakukan penjangkauan dan membangun komunitas relawan yang demokratis. 

(2) Dalam pandangan Imam al-Ghozari, kajian fiqh siyasah dusturiyyah yang 

berkaitan dengan golput adalah larangan terhadap golput. Hal ini berdasarkan 

Surat Al-Quran Surah An-Nisa ayat 59 dan kaidah Fiqh Siyasa..  
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Penelitian lain juga dilakukan oleh Neli Nurmala (2019) yang berjudul 

Strategi Sosialisasi Komisi Pemilu Kabupaten Malang Menekan Angka Golput 

dalam Pemilihan Central Library Of Maulana Malik Ibrahim State Islamic 

University Of Malang Gubernur Jawa Timur (Studi Kasus Pemilihan Gubernur 

Tahun 2013 & 2018). Hasil temuannya yakni mengungkap strategi KPU 

Kabupaten Malang untuk menekan jumlah golput melalui upaya membandingkan 

pemilu gubernur tahun 2013 dan 2018 serta merangkum hasil perolehan suara 

pada kedua pemilu. Hal ini menjelaskan kebijakan dari KPU Kabupaten Malang. 

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Jihan Nafilah Putri (2022), 

Strategi Komunikasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bima dalam 

Mengurangi Angka Golput pada Pilkada 2020. Dari hasil survei tersebut, KPU 

Kabupaten Bima mengambil upaya untuk menetapkan strategi komunikasi, mulai 

dari mengidentifikasi sasaran komunikasi pemirsa, memilih penerapan media, 

menilai tujuan pesan komunikasi, sampai fungsi dari komunikator. Terkait 

kendala dari KPU Kabupaten Bima saat menjalankan strategi komunikasi, 

hasilnya menunjukkan kurangnya sumber daya manusia, partisipasi masyarakat, 

dan merebaknya virus Covid-19. Terlihat sesuai dengan efektivitas implementasi 

strategi komunikasi, hasil wawancara menunjukkan bahwa strategi tersebut sangat 

efektif dalam mengurangi angka golput. Indikator ini terutama ditandai dengan 

menurunnya jumlah golput pada Pilkada 2020. 

Oleh karena itu, dari ketiga penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa 

penyelenggara pemilu memerlukan strategi untuk memberikan pembinaan dan 

juga sosialisasi kepada masyarakat agar dapat memanfaatkan hak pilihnya dalam 

menentukan siapa yang akan mewakili rakyat dalam lima tahun ke depan. 

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah mengenai kelompok 

golongan putih yang selalu hadir dalam pemilihan umum. Dan perbedaan yang 

ada yakni ada dalam subyek yang diamati. Temuan yang diterapkan kali ini fokus 

pada penyelenggara pemilu dibawah KPU Kabupaten/Kota yang ada disalah satu 

kawasan daerah di Palembang Kecamatan Ilir Timur Satu. Dalam hal ini, peneliti 



Universitas Sriwijaya 

10 
 

akan meneliti Badan AdHoc di tingkat Kecamatan yang disebut Panitia Pemilihan 

Kecamatan (PPK).  

Sesuai dengan hasil analisa dari studi pendahuluan peneliti, maka peneliti 

memperoleh dari KPU Kota Palembang (dalam Rico, 2020) bahwa pada Pilpres 

2019 tingkat golput di Kecamatan Kota Palembang mencapai 19,3% dengan 

jumlah DPT sebesar 1.126.087 orang dan jumlah yang melakukan pencoblosan 

sebesar 908.316 orang yang artinya jumlah golput mencapai 217.771 orang. 

Namun disini yang menjadi fokus peneliti ialah jumlah golput di Kecamatan Ilir 

Timur Satu, dimana data menunjukkan bahwa jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) 

di Kecamatan Ilir Timur Satu, berjumlah 53.617 sedangkan jumlah orang yang 

golput yaitu 13.662 atau sekitar 25,4%. Dengan kata lain, banyak masyarakat yang 

tidak ikut serta dalam partisipasi pemilihan umum.  

Selain itu juga pada Kirab pemilu 2024, Kirab pemilu diartikan sebagai 

bentuk sosialisasi dan pendidikan pemilih kepada seluruh masyarakat Kota 

Palembang dalam rangka persiapan pemilu tahun 2024 yang diadakan pada 

tanggal 15 Juli 2023 yang mana pada saat itu juga PPK Kecamatan Ilir Timur Satu 

mendapatkan penghargaan dari KPU Kabupaten/Kota Palembang sebagai 

penyusunan DPT (Daftar Pemilih Tetap) terbaik dan penghargaan tersebut 

diberikan di konsolidasi dan pemantapan kesiapan Badan Adhoc se-kota 

Palembang tanggal 26 Desember 2023. 

Selanjutnya berkenaan dengan adanya tim dari Badan Pengawasan 

Keuangan dan Pembangunan (BPKP) pusat yang akan mereview tahapan Pemilu 

2024 di Kota Palembang, oleh karena itu pada tanggal 22 Juli 2023, KPU 

Kabupaten/Kota Palembang mempercayai Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) 

Kecamatan Ilir Timur Satu untuk dijadikan sampling pada saat pemeriksaan 

tersebut. 

Sesuai dengan hasil studi pendahulu yang diterapkan dan konteks latar 

belakang yang menjadi uraian, peneliti hendak mengkaji mengenai “Strategi 

Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dalam Memberikan Pembinaan Anti 

Golput Di Kecamatan Ilir Timur Satu Kota Palembang”. 
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1.2 Rumusan Masalah  

Berdasarkan pada pemaparan permasalahan diatas, maka dapat 

disimpulkan rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu “Bagaimana Strategi 

Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dalam Memberikan Pembinaan Anti Golput 

di Kecamatan Ilir Timur Satu Kota Palembang”. 

1.3 Tujuan Penelitian  

Berdasarkan pada rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini 

bertujuan “Untuk dapat Mengetahui Bagaimana Strategi Panitia Pemilihan 

Kecamatan (PPK) dalam Memberikan Pembinaan Anti Golput di Kecamatan Ilir 

Timur Satu Kota Palembang” 

1.4 Manfaat Penelitian  

1.4.1 Secara Teoritis  

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan bagi 

para pembaca tentang bagaimana strategi Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) 

dalam memberikan pembinaan anti golput di Kecamatan Ilir Timur Satu Kota 

Palembang 

1.4.2 Manfaat Secara Praktis  

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi 

peneliti lain. Manfaat penelitian ini dijabarkan sebagai berikut:  

1.4.2.1 Bagi PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan) 

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai bahan telaah awal 

bagi PPK dalam memberikan pembinaan anti golput.  

1.4.2.2 Bagi Penulis 

Penelitian ini dijadikan sebagai pengalaman yang berharga dalam upaya 

meningkatkan kemampuan penulis dan memberikan gambaran mengenai  strategi 

PPK dalam memberikan pembinaan anti golput. 
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1.4.2.3 Bagi Peneliti Lanjutan   

Hasil temuan ini agar bisa memberi tambahan informasi untuk stakeholder 

yang memiliki kepentingan pada kepemiluan serta menambah wawasan, 

pengalaman dan mengetahui strategi PPK dalam memberikan pembinaan anti 

golput. 
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